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melihat dan atau mengetahui kemungkaran, maka hendaklah mencegah dengan 

kekuatan tangannya, dan jika belum bisa melakukan dengan kekuatan tangan, maka 

hendaklah ia menggunakan kekuatan lisannya, dan jika belum mampu menggunakan 

kekuatan lisan, maka hendaklah ia menggunakan kekuatan hati berdoa, walaupun hal 

ini merupakan pertanda lemahnya iman”.(HR. Muslim).
64

  

         Sesungguhnya penciptaan alam semesta ini tidak lain adalah untuk memenuhi  

kepentingan manusia (QS. Lukman: 20). Hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan isi 

bumi lainnya boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sebagai penguasa di bumi (khalifah fil ardhi), manusia diberikan keleluasaan untuk 

mengeksplorasi bumi seisinya. Namun begitu, Allah juga  menurunkan hukum 

kausalitas di dunia ini, yaitu hukum sebab-akibat, yang lebih dikenal dengan hukum 

alam. Siapa melakukan apa akan berdampak pada  terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, 

apabila manusia ingin mengambil manfaat dari eksplorasi alam ini harus 

mempertimbangkan dampak dari apa yang dilakukannya. Karena dampak tersebut pasti 

akan erat terkait dengan manusia sendiri. Misalnya dalam memanfaatkan hewan untuk 

kepentingan manusia, harus memerhatikan dampaknya. Pemanfaatan hewan tanpa 

mempertimbangkan proporsionalitas akan berdampak buruk pada keseimbangan 

ekologisnya dan akan menimbulkan kerusakan alam itu sendiri, yang pada gilirannya 
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akan merugikan manusia itu sendiri.
65

 seperti dijelaskan dalam Al-Quran sebagai 

berikut: 

                                            

    

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
66

 

         Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam memberikan panduan kepada 

manusia bagaimana seharusnya berperilaku pada alam ini. Kebolehan memanfaatkan 

alam seisinya bukan berarti tanpa ada batasan-batasannya. Harus diperhatikan batasan-

batasan mana yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh. Lebih jauh ajaran 

Islam mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan pada 

alam seisinya.  

        Pertimbangan inilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa No.14 

tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem. Fatwa 

tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai kalangan, terutama para 

aktifis dan pencinta konservasi satwa di seluruh dunia. Fatwa ini tentu saja sangat 

bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai penuntun bagi umat Muslim untuk 

mengambil langkah aktif melindungi spesies-spesies langka dan terancam punah seperti 
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Harimau, Badak, Gajah dan Orangutan yang masih tersisa di Indonesia. Selain fatwa ini 

bertujuan untuk memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam melestarikan dan 

melindungi satwa-satwa langka dan terancam punah, fatwa tersebut juga memberikan 

kepastian hukum menurut pandangan Islam tentang perlindungan terhadap satwa 

terutama yang memiliki status rawan, terancam punah, bahkan punah. Ijtihad para 

ulama dalam bidang konservasi alam perlu direalisasikan oleh semua pihak dalam 

menuju kemaslahatan umat dan sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin. 

        Prinsip-prinsip tersebut selalu mendasari pengembangan kebijakan pengelolaan 

spesies yang berkelanjutan. Dengan adanya peraturan yang sangat ketat di dunia 

internasional maka sudah pasti bahwa hewan yang dilindungi sangat dijaga 

kelestariannya dari perdagangan hewan yang ilegal. Seharusnya para pedagang juga 

dapat berperan aktif dalam pelestarian hewan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 

Tahun 2014 tentang pelesarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem 

pada poin ketiga tentang rekomendasi terhadap pelaku usaha adalah sebagai berikut:  

1. Menjalankan praktek usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan menjaga 

kelestarian lingkungan, khususnya satwa dan habitatnya, 

2. Menaati seluruh ketentuan perizinan, 

3. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan, pembentukan 

kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi dan habitat satwa langka, 

khususnya di tempat perusahaan beroprasi.
67
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          Dengan penjelasan fatwa tersebut hal ini harus disikapi dengan sangat serius oleh 

pemerintah sendiri kepada para pedagang yang memang masih melakukan perdagangan 

hewan tersebut, walaupun sudah ada peraturan pemerintah yang sudah berlaku.  

          Analisis penulis bahwa terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang 

berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak 

rusak. Terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang 

berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh flora fauna dan ekosistemnya pada 

khususnya serta sumber daya alam pada umumnya yang menyebabkan perubahan 

berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut. 

Terhindarnya makhluk hidup yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang 

berarti gangguan–gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup bila 

terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup 

tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya 

konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian flora dan fauna. 

         Terjaganya kondisi alam juga bisa mewujudkan keseimbangan lingkungan baik 

mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara 

makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. selain itu, 

memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai 

sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budidaya, 

sarana untuk mempelajari sifat, potensi maupun penggunaan flora dan fauna. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang 

telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut undang-undang no. 5 tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa barang 

siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). Ayat 4 barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelang-garan terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

2. MUI mengeluarkan fatwa haram atas perdagangan satwa yang dilindungi. Hukum 

terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut perpekstif hukum Islam dimana  

Islam melarang mendapat keuntungan dari hasil perdagangan yang haram. Apabila 

Allah SWT telah menetapkan sesuatu adalah terlarang, maka mengambil hasil 

daripadanya juga adalah dilarang. Wewenang syari’at (ketentuan hukum Islam) 

terhadap persoalan-persoalan tertentu yang secara konseptual global termuat 

dalam al-Nash (al-Qur’an dan al-Sunnah). Kewenangan di sini berarti hak mengatur 

segala sesuatu yang berkaitan atas keselamatan orang banyak. Kewenangan inipun 
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tidak sekedar menentukan sebab-sebab dijatuhkannya suatu hukuman dengan 

sanksi-sanksi, jenis pelanggaran dan kadar sanksinya atau lama hukuman bersama 

jumlah dendanya saja, kewenangan itu mutlak direalisasikan berdasar kekuatan 

undang-undang negara yang menindaklanjuti dogma agama dari bentuk teori 

menjadi praktek nyata dilapangan. 

 
B.  Saran-Saran 

       Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun saran dari hasil 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perburuan dan perdagangan satwa dilindungi merupakan kejahatan terhadap satwa 

yang didasari oleh sifat keserakahan manusia untuk memperoleh keuntungan 

dengan menggunakan satwa sebagai komoditasnya, tanpa memperdulikan kerugian 

ekologis dan kerugian jangka panjang yang dapat diderita oleh umat manusia. 

2. Agar pelaku tindak pidana penjualan satwa langka dihukum maksimal karena 

dengan dihukum maksimal, sehingga orang yang telah malakukan perbuatan 

perdagangan satwa yang dilindungi tidak akan mengulanginya kembali karena ada 

efek jera. 
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